BUPATI GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 62 TAHUN 2014

TENTANG

MEKANISME PENGADUAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN GARUT

Menimbang

Mengingat

. a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

bahwa dalam rangka penyempurnaan kualitas pelayanan kepada
masyarakat khususnya di bidang pelayanan perizinan, maka
perlu adanya sistem perbaikan yang berkesinambungan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan mekanisme
pengaduan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Mekanisme Pengaduan pada Badan Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);



Menetapkan
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4594);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu
Satu Pintu di Daerah;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63/KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis
Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Pertauran Daerah
Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan
Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten
Garut Tahun 2012 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGADUAN
PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
TERPADU KABUPATEN GARUT.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Garut.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Bupati adalah Bupati Garut.

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPMPT
adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut
Kepala BPMPT adalah Kepala BPMPT Kabupaten Garut yang berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku diberi wewenang untuk menerbitkan atau
menolak permohonan suatu izin.

Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur
dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.

Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan
dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan
sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu
dan satu tempat.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau badan hukum baik dalam
bentuk izin dan/atau non izin.

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau produk
hukum lainnya vyang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau
diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha
atau kegiatan tertentu.

Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan
peraturan daerah atau peraturan lainnya sebagai syarat/bukti untuk mendukung
dikeluarkannya izin kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi
atau dalam bentuk lain.

Pemohon Izin dan Non Izin adalah orang atau badan hukum yang mengajukan
permintaan kepada Kepala BPMPT untuk diterbitkan suatu perizinan.

Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja
perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan saran
pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau
ditolaknya suatu permohonan perizinan, yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II
PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 2

BPMPT wajib menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat secara langsung atau
tidak langsung, melalui media yang disesuaikan dengan kondisi di daerahnya.
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Pasal 3

BPMPT wajib menindaklanjuti semua pengaduan masyarakat secara tepat dan
cepat, serta memberikan jawaban mengenai penanganannya paling lambat 3 (tiga)
hari kerja setelah pengaduan disampaikan oleh pemohon.

Dalam hal terbukti telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh aparat
pelayanan, maka kepada aparat yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk
berperan serta dalam penyelenggaraan perizinan.

Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:

a.

b.

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan;

memberikan saran dan/atau pendapat dalam rangka penyelenggaraan
perizinan; dan

menyampaikan informasi berkenaan dengan produk dan kinerja
penyelenggaraan perizinan.

BAB III
MEKANISME PENGADUAN

Pasal 5

Mekanisme pengaduan pada BPMPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 27 - 1 - 2014

BUPATI GARUT
ttd

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 27 - 1 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

ttd

H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590613 198503 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2014 NOMOR 3



